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Abstract :

Abstract: The purpose of this study is to examine the relationship and factors influencing the
relationship between DPRD members (Regional Representative Council) and the Local Government of
Southeast Sulawesi. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques
through interviews, literature studies, and documentation. The findings regarding the relationship
between DPRD and the Local Government in Southeast Sulawesi for the period 2022-2023 indicate a
close collaboration between the legislative and executive institutions in the process of formulating the
Regional Budget (APBD). The local government actively participates in preparing the draft APBD and
coordinates with DPRD for further discussions. Comprehensive evaluations, understanding of public
aspirations, and active community participation are essential factors in formulating a transparent and
responsive APBD that meets the needs of the community and supports sustainable regional
development. The discussion also highlights the factors influencing the relationship between DPRD and
the Provincial Government of Southeast Sulawesi, pointing out the differences in regulations concerning
APBD determination between the legislative and executive institutions. Although these differences have
the potential to cause conflicts, open communication, transparency, and active community participation
can lead to better agreements in the APBD determination. Collaboration between DPRD and the Local
Government is crucial in formulating a budget that is responsive to the community’s needs and overall
regional development.
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Abstrak :

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui hubungan dan faktor yang mempengaruhi
hubungan anggota DPRD dan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara.Metode penelitian ini
menggunakan Penelitian Kualitatif Deskriptif, Teknik pengumpulan data menggunakan Metode
wawancara, Studi Pustaka dan Dokumentasi. Hasil Pembahasan mengenai hubungan DPRD dan
Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara pada periode 2022-2023 menunjukkan terjadi kolaborasi erat
antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam proses penyusunan APBD. Pemerintah daerah berperan
aktif dalam menyusun Rancangan APBD dan berkoordinasi dengan DPRD untuk pembahasan lebih
lanjut. Evaluasi menyeluruh, pemahaman aspirasi masyarakat, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi
faktor penting dalam menyusun APBD yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat
serta pembangunan daerah berkelanjutan. mengenai faktor yang mempengaruhi hubungan DPRD dan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyoroti adanya perbedaan peraturan dalam proses
penetapan APBD antara lembaga legislatif dan eksekutif. Meskipun perbedaan ini berpotensi
menyebabkan konflik, namun melalui komunikasi terbuka, transparansi, dan partisipasi aktif
masyarakat, dapat dicapai kesepakatan yang lebih baik dalam penetapan APBD. Kolaborasi antara
DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi kunci dalam menyusun anggaran yang responsif terhadap
kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Kata Kunci: APBD, DPRD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
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PENDAHULUAN

Peran fungsional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari masa-kemasa sering kali
mengalami pasang surut pengaturan yang justru semakin mereduksi kedudukan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di dalam pemerintahan daerah. Gejala pereduksian peran
fungsional DPRD mulai tampak sejak masa pemerintahan Orde Baru, yang ditandai dengan
digantinya Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
(terbitan pemerintahan Orde Lama) dengan Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Daerah. Bergesernya paham penyelenggaraan pamerintahan daerah dari
semangat desentralisasi sistem otonomi riil dan seluas-luasnya (pada UU No. 18 tahun 1965)
menuju semangat penyelenggaraan yang nyata dan bertanggungjawab, pada pelaksanaannya
justru dirasa kurang memerdekakan daerah. Banyak kalangan menyebutkan, bahwa pada masa
berlakuknya UU No. 5 tahun 1974 inilah fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah
daerah tenggelam oleh kekuasaan dominan pemerintahan pusat.

Kekuasaan otoriter Pemerintahan Orde Baru yang begitu kuat dalam menjalankan
fungsi kontrol, menjadikan pemerintah pusat selalu mengintervensi kebijakan-kebijakan
strategis di daerah. Terbangunnya pola hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan
daerah yang cenderung dominan dan bersifat sentralistik itu, terlihat jelas pada sistem
pemerintahan daerah yang diatur di dalam UU No. 5 tahun 1974. Kondisi yang memperlihatkan
kekuasaan dominan pemerintah pusat atas daerah adalah tidak diaturnya secara jelas tentang
ruang lingkup penegakan peran fungsional DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah.

Kenyataanya di dalam menjalankan urusan pemerintahan, pemerintahan daerah selalu
dihadapkan pada kekuasaan pemerintah pusat yang dominan. Terbukti pada ketentuan pasal 71
ayat (1), dimana Menteri Dalam Negeri diberi kewenangan penuh untuk melakukan
pengawasan umum atas jalannya pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan
pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah tersebut, melahirkan konsekuensi bahwa
pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah bertanggungjawab kepada
Menteri Dalam Negeri. Bahkan dalam memperkuat fungsi pengawasan tersebut pemerintah
pusat melalui Menteri Dalam Negeri diberi kewenangan pula untuk mengevaluasi,
menangguhkan dan bahkan mencabut Peraturan Daerah yang merupakan produk DPRD
bersama Kepala Daerah.

Tidak hanya dalam bidang legislasi saja, dominasi peran pemerintah pusat juga terlihat
dalam bidang anggaran. Adapun konsekuensi atas fungsi pengawasan dalam bidang anggaran
tersebut adalah pemerintah pusat dapat menganulir APBD dan menetapkan rencana anggaran
bagi pemerintahan daerah melalui sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dengan daerah sesuai prinsip dekonsentrasi. Secara normatif UU No. 5 Tahun 1974 tidak
memberikan kewenangan yang utuh kepada DPRD di dalam penegakan peran fungsionalnya
sebagai lembaga pengontrol Pemerintah Daerah, karena secara normatif pemerintah pusat juga
diberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah.
Tidak heran apabila di dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD tersebut sering
berbenturan dengan kewenangan pemerintah pusat yang memiliki fungsi serupa.

Bahkan kewenangan pemerintah pusat di dalam penegakan fungsi pengawasan
terhadap pemerintah daerah lebih dominan dari pada DPRD. Dengan demikian, sebagai
konsekuensinya di masa Orde Baru ini peran fungsional DPRD sebagai pengawas pemerintah
daerah mengalami penurunan secara normatif. Dalam perkembangannya, kondisi
pemerintahan daerah yang terkesan menihilkan peranan fungsional DPRD tersebut tampaknya
mendapatkan perlawanan dari berbagai pihak seiring dengan derasnya tuntuan agenda
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reformasi yang berujung pada jatuhnya rezim pemerintahan Orde Baru. Semangat penegakan
agenda reformasi tersebut, telah mendorong terjadinya regulasi Undang-undang tentang
pemerintahan daerah yang mendasarkan pada bentuk pemerintahan yang demokratis, hal ini
ditandai dengan digantinya UU No.5 Tahun 1974 menjadi UU No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah.

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan proses
penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan
eksekutif. APBD memiliki peran strategis dalam menentukan alokasi anggaran untuk
pembangunan dan pelayanan publik di suatu daerah. Di Sulawesi Tenggara, periode 2022-2023
menjadi waktu yang krusial dalam proses penetapan APBD, karena menghadapi berbagai
tantangan dan perubahan kebijakan yang dapat memengaruhi interaksi antara lembaga
legislatif dan eksekutif dalam penetapan anggaran. Lembaga legislatif, yang diwakili oleh
DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), memiliki kewenangan dalam menetapkan APBD
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Lembaga eksekutif, yang dipimpin oleh
Gubernur, bertanggung jawab dalam menyusun dan mengajukan rancangan APBD serta
melaksanakan program-program yang dianggarkan.

Hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam penetapan APBD di Sulawesi
Tenggara dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dan pencapaian tujuan
pembangunan daerah. Perbedaan pandangan, kepentingan politik, proses negosiasi, dan
interaksi antara kedua lembaga tersebut dapat menjadi faktor penentu dalam pembentukan
kebijakan anggaran. Selain itu, tantangan dan perubahan kebijakan yang dihadapi Sulawesi
Tenggara, baik di tingkat nasional maupun regional, dapat memengaruhi dinamika hubungan
antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam penetapan APBD. Contohnya, adanya kebijakan
desentralisasi fiskal, peningkatan otonomi daerah, atau perubahan regulasi terkait alokasi
anggaran sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor ekonomi.
Dalam konteks tersebut, penelitian yang berjudul “Hubungan Lembaga Legislatif Dan
Eksekutif Dalam Penetapan APBD Di Sulawesi Tenggara Periode 2022-2023” memiliki
relevansi dan urgensi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi antara
kedua lembaga tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi hubungan mereka.

METODE PENELITIAN

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini akan
dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah (Pemda)
Provinsi Sulawesi Tenggara. Alasan pemilihan lokasi penelitian dikarenakan peneliti ingin
melihat bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara
dikarenakan ada beberapa hal yang memicu ketidak harmonisan pemerintah daerah dan DPRD.
Penentuan informan dilakukan dengan secara sengaja (pusposive sampling). Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi. Teknik analisa data yang
digunakan dalam penelitian ini sebagaimana digambarkan oleh Miles dan Huberman
(1992:20), ( Bilu & Tunda, 2023 ; .Husain et al.,.2020; Suaib et al., 2023; Harjudin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesimpulan dari hasil penelitian terkait penyusunan APBD di Sulawesi Tenggara untuk
periode 2022-2023 adalah Selama periode 2022-2023, terjadi kolaborasi yang erat dan sinergis
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antara lembaga legislatif dan eksekutif di Sulawesi Tenggara dalam proses penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses dimulai dengan pemerintah daerah
yang aktif terlibat dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. RAPBD kemudian
diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dilakukan pembahasan
lebih lanjut.

Kerja sama antara DPRD dan eksekutif dalam penyusunan APBD mencakup beberapa
langkah penting. Setelah DPRD menerima RAPBD dari eksekutif, dilakukan evaluasi
menyeluruh terhadap rencana anggaran yang diajukan. DPRD juga berupaya untuk memahami
kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait alokasi anggaran di daerah melalui konsultasi
dengan berbagai pihak terkait dan masyarakat. Tahap selanjutnya adalah penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD, yang mengakomodasi perubahan dan
penyesuaian atas RAPBD berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari DPRD dan masyarakat.
Proses pembahasan Ranperda APBD kemudian dilakukan dalam sidang paripurna DPRD, di
mana setiap anggota DPRD memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat, masukan, atau
amendemen.

Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara lembaga legislatif dan eksekutif serta
partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam menyusun APBD yang transparan, akuntabel,
dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses kerja sama ini menggarisbawahi
komitmen bersama dalam menciptakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan
masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pengawasan Anggaran
Pengawasan Anggaran DPRD merujuk pada peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran yang disusun dan diajukan oleh

Pemerintah Daerah (Eksekutif). DPRD memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi dan

mengevaluasi pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) guna

memastikan bahwa alokasi anggaran dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, rencana, dan
prioritas pembangunan daerah serta peraturan yang berlaku.
Beberapa aspek penting yang terkait dengan Pengawasan Anggaran DPRD meliputi:

1. Evaluasi RAPBD: DPRD melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Evaluasi ini meliputi
pengecekan kesesuaian antara RAPBD dengan rencana pembangunan daerah, program
prioritas, dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki daerah.

2. Persetujuan APBD: DPRD memiliki wewenang dalam memberikan persetujuan atas APBD
setelah membahas dan menelaah RAPBD yang telah disesuaikan dengan catatan dan
rekomendasi dari DPRD. Persetujuan DPRD diperlukan sebelum anggaran dapat
diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.

3. Pemantauan Pelaksanaan Anggaran: Setelah disetujui, DPRD bertanggung jawab untuk
memantau pelaksanaan anggaran guna memastikan bahwa dana yang dialokasikan
digunakan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pemantauan ini
berfokus pada kinerja program dan kegiatan yang didanai oleh APBD.

4. Pemeriksaan Keuangan: DPRD dapat melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau
melakukan pemeriksaan sendiri atas laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk
memverifikasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

5. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Selain mengawasi APBD, DPRD
juga bertugas mengawasi pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan, termasuk
pendapatan, belanja, investasi, dan aset daerah.
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Pengawasan Anggaran DPRD sangat penting untuk memastikan penggunaan dana
publik yang efisien, efektif, dan akuntabel. Pengawasan yang kuat dari DPRD dapat membantu
mengidentifikasi potensi masalah atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran serta
mendorong transparansi dan akuntabilitas dari Pemerintah Daerah dalam penggunaan dana
publik untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga legislatif dan eksekutif di Sulawesi Tenggara telah berhasil menciptakan kerja
sama yang aktif dalam proses pengawasan anggaran APBD. Prosesnya dimulai dengan
menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh pemerintah
daerah berdasarkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Setelah RAPBD disusun,
dokumen tersebut diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas
dan disetujui. Koordinasi antara kedua lembaga dalam pengawasan anggaran diatur melalui
berbagai mekanisme, seperti rapat dan pertemuan rutin, serta pemeriksaan dan monitoring
lapangan untuk memastikan kelancaran program dan proyek yang telah dianggarkan. Ketika
ditemukan temuan atau permasalahan dalam pengawasan anggaran APBD, lembaga legislatif
dan eksekutif bekerja sama untuk menindaklanjuti dan mencari solusi. DPRD memberikan
rekomendasi atau catatan atas temuan tersebut kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.
Pemerintah daerah merespons dengan serius dan melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai
dengan rekomendasi yang diberikan oleh DPRD. Hal ini menunjukkan adanya upaya konkret
dalam mencapai kesepakatan, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran
APBD di wilayah tersebut.

Faktor Mempengaruhi Hubungan legislative dan eksekutif dalam penetapan APBD di
Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2022-2023

Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Indonesia, dipengaruhi oleh
beberapa faktor penting. APBD adalah dokumen perencanaan dan pengendalian keuangan
daerah yang menggambarkan rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran.
Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam penetapan
APBD di Sulawesi Tenggara termasuk Konstitusi dan Undang-Undang Dasar, Hubungan
antara legislatif dan eksekutif diatur oleh konstitusi dan undang-undang dasar yang berlaku di
Indonesia, termasuk dalam konteks penetapan APBD di tingkat provinsi. Peran dan
kewenangan masing-masing lembaga ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
tersebut.

Otonomi Daerah, Prinsip otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah
daerah untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem pemerintahan sendiri. Dalam hal
penetapan APBD, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyusunnya, tetapi tetap
harus melalui mekanisme dan proses yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pembagian Kekuasaan, Penetapan APBD melibatkan pembagian kekuasaan antara
eksekutif (gubernur) dan legislatif (dewan provinsi). Gubernur berperan dalam menyusun
rancangan APBD, sedangkan dewan provinsi memiliki kewenangan untuk meninjau,
memberikan masukan, dan menyetujui atau menolak rancangan tersebut. Proses Musyawarah,
Proses musyawarah antara eksekutif dan legislatif sangat krusial dalam penetapan APBD.
Kedua lembaga harus berkomunikasi secara intensif untuk mencapai kesepakatan mengenai
prioritas dan alokasi anggaran.

Kondisi Keuangan Daerah, Kondisi keuangan daerah, termasuk pendapatan dan sumber
daya yang tersedia, akan mempengaruhi penyusunan dan persetujuan APBD. Kedua lembaga
harus mempertimbangkan ketersediaan dana dan memastikan keseimbangan antara
penerimaan dan pengeluaran.Kepentingan Publik, APBD harus mempertimbangkan
kepentingan publik dan kebutuhan masyarakat. Legislators dan eksekutif harus
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mengidentifikasi prioritas penggunaan anggaran yang mampu memberikan manfaat terbesar
bagi warga Sulawesi Tenggara.

Peran Partai Politik, Faktor politik juga turut mempengaruhi proses penetapan APBD.
Partai politik yang memiliki mayoritas di dewan provinsi memiliki pengaruh dalam
menentukan keputusan dan prioritas anggaran. Ketegangan atau keselarasan antara legislatif
dan eksekutif dalam penetapan APBD bisa terjadi karena perbedaan pandangan dan
kepentingan. Ketika terjadi perbedaan pendapat, proses negosiasi dan musyawarah menjadi
penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hubungan yang baik antara
kedua lembaga ini esensial untuk memastikan APBD disusun dengan baik dan sesuai dengan
kebutuhan daerah serta kepentingan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Status dan kewenangan yang berbeda

Status dan kewenangan yang berbeda merujuk pada perbedaan posisi dan wewenang
antara dua entitas atau lembaga dalam suatu sistem atau struktur tertentu. Dalam konteks
pemerintahan atau organisasi, hal ini dapat mengacu pada perbedaan peran, tanggung jawab,
dan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing lembaga atau individu. Contoh dalam konteks
pemerintahan adalah perbedaan status dan kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Lembaga eksekutif, seperti pemerintahan daerah, memiliki status sebagai lembaga pelaksana
kebijakan dan program-program pemerintahan. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan
tugas-tugas pemerintahan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memiliki status sebagai badan perwakilan rakyat yang
dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan mereka. Lembaga legislatif memiliki
kewenangan untuk membuat undang-undang, menetapkan anggaran, serta melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan oleh lembaga eksekutif. Perbedaan status dan
kewenangan ini merupakan bagian dari pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan yang
dikenal sebagai sistem pemisahan kekuasaan (separation of powers). Tujuan dari pemisahan
kekuasaan ini adalah untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu entitas
dan untuk menciptakan sistem check and balance, sehingga tidak ada lembaga yang terlalu
dominan dan semua lembaga saling mengawasi dan seimbang.

Perbedaan status dan kewenangan juga bisa terjadi dalam konteks organisasi swasta
atau lembaga sosial. Misalnya, dalam perusahaan, ada perbedaan status dan wewenang antara
manajemen eksekutif yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan strategis dan
pegawai di tingkat bawah yang melaksanakan tugas operasional. Dalam organisasi nirlaba, ada
perbedaan peran antara dewan pengurus yang mengatur kebijakan organisasi dan relawan yang
melakukan kegiatan lapangan. Penting untuk memahami perbedaan status dan kewenangan ini
agar setiap lembaga atau individu dapat berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing.
Komunikasi yang baik dan kerjasama antara lembaga atau individu dengan status dan
kewenangan yang berbeda sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dan keberhasilan
organisasi atau pemerintahan dalam menjalankan fungsinya.

Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat perbedaan yang jelas dalam status dan
kewenangan antara lembaga legislatif (DPRD) dan eksekutif (pemerintah daerah) dalam proses
penetapan APBD. DPRD berperan dalam membahas dan menelaah RAPBD yang diajukan
oleh pemerintah daerah, sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan menyusun
RAPBD berdasarkan kebijakan pembangunan daerah.

Untuk mengatasi perbedaan ini, langkah-langkah penting meliputi komunikasi terbuka
dan intensif antara kedua lembaga, mencari kompromi melalui proses negosiasi, serta
melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penetapan APBD. Penggunaan teknologi
informasi dan transparansi juga menjadi kunci untuk meningkatkan akuntabilitas dan
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responsivitas lembaga-lembaga tersebut dalam pengelolaan anggaran. Dengan mengadopsi

langkah-langkah tersebut, diharapkan proses penetapan APBD dapat berjalan lebih efisien dan
efektif, serta menghasilkan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pengaturan Peraturan Yang Berbeda Antara Pemerintah Dengan DPRD

Pengaturan peraturan yang berbeda antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) mengacu pada perbedaan dalam tata cara, peran, dan kewenangan
masing-masing lembaga dalam proses penganggaran dan penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dapat terjadi dalam banyak negara, termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyusunan APBD, yang
mencakup Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai dokumen
dasar dalam proses penganggaran di daerah. Pemerintah Daerah berperan sebagai lembaga
eksekutif dan memiliki kewenangan untuk menyusun RAPBD berdasarkan kebijakan
pembangunan dan prioritas daerah. Di sisi lain, DPRD berperan sebagai lembaga legislatif
tingkat daerah dan memiliki peran dalam membahas dan menelaah RAPBD yang diajukan oleh
Pemerintah Daerah. DPRD juga dapat memberikan catatan atau rekomendasi terhadap RAPBD
yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. DPRD memiliki kewenangan dalam pengawasan
dan persetujuan anggaran, sehingga mereka berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan
kontrol dari sisi legislatif ternadap alokasi dan penggunaan anggaran yang disusun oleh
Pemerintah Daerah.

Perbedaan pengaturan peraturan ini mencerminkan pembagian kekuasaan antara
lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah
sebagai eksekutif bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan dan
program pembangunan sesuai dengan visi dan misi daerah, sementara DPRD sebagai lembaga
legislatif berperan dalam menentukan kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya untuk
memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran publik. Meskipun pengaturan
peraturan ini berbeda, hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tetap harus bersifat
sinergis dan saling melengkapi. Komunikasi yang baik dan saling pengertian antara kedua
lembaga sangat penting untuk mencapai kesepakatan dalam penetapan APBD yang sesuai
dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Jika perbedaan tersebut tidak dielaborasi dan
dikelola dengan baik, dapat menyebabkan potensi konflik atau ketidaksepahaman dalam proses
penganggaran dan pengambilan keputusan di daerah.

Terdapat perbedaan peraturan antara Pemerintah Daerah (lembaga eksekutif) dan
DPRD (lembaga legislatif) dalam proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun
RAPBD berdasarkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, sedangkan DPRD memiliki
peran dalam membahas dan menelaah RAPBD serta memberikan catatan atau rekomendasi
terhadap RAPBD yang diajukan. Perbedaan peraturan ini dapat mempengaruhi hubungan
antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam proses penganggaran dan berpotensi
menyebabkan konflik atau perbedaan pendapat. Meskipun terdapat perbedaan, hal ini juga bisa
menjadi peluang untuk kolaborasi. Komunikasi terbuka, transparansi, dan partisipasi
masyarakat menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik dalam penetapan
APBD. Pemahaman tentang peran masing-masing lembaga (Pemerintah Daerah dan DPRD)
juga penting untuk memajukan proses penetapan APBD di masa mendatang. Melibatkan
partisipasi masyarakat dan meningkatkan pemahaman tentang peran masing-masing lembaga
dapat membantu meminimalisir potensi konflik dan memajukan proses penetapan APBD ke
depan.

Dalam kesimpulannya, perbedaan peraturan antara Pemerintah Daerah dan DPRD di
Provinsi Sulawesi Tenggara memang memiliki potensi baik dan buruk. Potensi baik adalah

110



Volume 1| Nomor 2| Oktober 2023 (him 104-113)
E-ISSN: 2986-805X JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi
https://japmas.uho.ac.id/index.php/journal/index

adanya peluang untuk kolaborasi jika dijalankan dengan komunikasi terbuka dan transparansi,
sementara potensi buruknya adalah mungkin terjadinya konflik jika tidak diatasi dengan baik.
Oleh karena itu, penting bagi kedua lembaga untuk bekerja sama, berkomunikasi dengan baik,
dan melibatkan partisipasi masyarakat agar proses penetapan APBD dapat berjalan lebih baik
dan sesuai dengan kepentingan daerah.

Rendahnya Kualitas Dan Kuantitas Komunikasi

Rendahnya Kualitas Komunikasi, Dalam situasi ini, bisa jadi komunikasi antara
berbagai pihak atau departemen di suatu organisasi atau lembaga tidak optimal. Pesan yang
disampaikan mungkin tidak jelas, tidak tepat sasaran, atau tidak mudah dimengerti. Kualitas
komunikasi yang rendah dapat mengakibatkan kesalahpahaman, konflik, dan kinerja yang
kurang efektif.

Rendahnya Kuantitas Komunikasi, Poin ini mungkin merujuk pada frekuensi
komunikasi yang kurang memadai antara pihak-pihak terkait. Kurangnya komunikasi dapat
menyebabkan informasi yang penting tidak sampai pada pihak yang relevan, sehingga
membuat pengambilan keputusan menjadi terhambat atau pembaharuan informasi terbaru tidak
diterima dengan baik. Rendahnya Partisipasi dalam Komunikasi, Situasi ini menggambarkan
bahwa beberapa pihak yang seharusnya terlibat dalam proses komunikasi tidak aktif
berpartisipasi. Akibatnya, pandangan mereka tidak diakomodasi, dan potensi sumber daya dan
pengetahuan dari pihak-pihak yang kurang berpartisipasi tidak dimaksimalkan. Ada berbagai
faktor yang dapat menyebabkan rendahnya kualitas atau kuantitas komunikasi, seperti
perbedaan bahasa, budaya, atau hierarki organisasi. Hambatan-hambatan tersebut dapat
menyulitkan aliran informasi dan kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat.

Penting untuk mengatasi rendahnya kualitas dan kuantitas komunikasi, karena
komunikasi yang baik adalah inti dari kerjasama yang efektif, pengambilan keputusan yang
tepat, dan pencapaian tujuan bersama. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi
melibatkan upaya untuk memperjelas pesan, memperkuat saluran komunikasi, mengatasi
hambatan-hambatan yang ada, dan mendorong partisipasi aktif dari semua pihak terkait.
Dengan demikian, proses kerja dan interaksi antar pihak akan menjadi lebih produktif dan
kolaboratif.

Terdapat perbedaan dalam peraturan antara lembaga legislatif (DPRD) dan eksekutif
(Pemerintah Daerah) dalam proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun
RAPBD berdasarkan kebijakan pembangunan, sementara DPRD berperan dalam membahas
dan menelaah RAPBD vyang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Perbedaan ini dapat
mempengaruhi hubungan antara kedua lembaga dan memicu konflik atau perbedaan pendapat
terkait penetapan APBD.

Namun, dengan komunikasi yang baik, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat,
kesepakatan yang lebih baik dalam penetapan APBD dapat dicapai. Hal ini menekankan
pentingnya kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam proses penganggaran.
Pengaturan peraturan yang berbeda juga dapat menjadi kesempatan untuk saling belajar dan
meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan terkait anggaran, sehingga proses penetapan
APBD diharapkan berjalan lebih efisien dan efektif. Transparansi dalam proses penyusunan
RAPBD dan melibatkan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan
anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Pemahaman peran dan kewenangan
masing-masing lembaga (DPRD dan Pemerintah Daerah) juga menjadi kunci penting untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penetapan APBD. Dengan mengatasi perbedaan
dan meningkatkan kolaborasi serta transparansi, diharapkan proses penetapan APBD di
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Provinsi Sulawesi Tenggara dapat berjalan lebih baik, lebih inklusif, dan menghasilkan
anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah

KESIMPULAN

Pertama, mengenai Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara
menunjukkan bahwa pada periode 2022-2023, terjadi kolaborasi yang erat antara lembaga
legislatif (DPRD) dan eksekutif (pemerintah daerah) di Sulawesi Tenggara dalam proses
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah aktif
terlibat dalam menyusun Rancangan APBD, yang kemudian diajukan kepada DPRD untuk
pembahasan lebih lanjut. Kolaborasi antara DPRD dan eksekutif mencakup evaluasi
menyeluruh terhadap rencana anggaran, memahami aspirasi masyarakat, dan menyusun
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebagai acuan final APBD. Proses pembahasan
Ranperda dilakukan dalam sidang paripurna DPRD, dan partisipasi aktif masyarakat
berkontribusi penting dalam menentukan alokasi anggaran. Kolaborasi yang baik ini menjadi
kunci dalam menyusun APBD yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat serta pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kedua, pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi hubungan DPRD dan
Pemerintah Provinsi Sultra menunjukkan bahwa di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat
perbedaan peraturan dalam proses penetapan APBD antara lembaga legislatif (DPRD) dan
eksekutif (Pemerintah Daerah). Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun RAPBD
berdasarkan kebijakan pembangunan, sementara DPRD berperan dalam membahas dan
menelaah RAPBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Perbedaan ini dapat mempengaruhi
hubungan antara kedua lembaga dan berpotensi menyebabkan konflik. Namun, dengan
komunikasi terbuka, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat, kesepakatan yang lebih baik
dalam penetapan APBD dapat dicapai. Kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah
menjadi kunci dalam menyusun anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan
pembangunan daerah secara keseluruhan.
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